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Abstract 
The rapid development of Sungai Banyak City also increases the population and 
community needs, this also has the potential to increase household waste in the Sungai 
Banyak City area. Permalsallalhaln salmpalh talnggal houses are of course mutually 
necessary because of the legal actions carried out by the malkal government which was 
formed in Peralturaln Daleralh Number 9 of 2013 concerning the Management of 
Salmpalh which contains aldministraltif salnctions as malnal Palsall 58 alyalt (1). This 
makes it important to resolve the waste problem in Sungai Banyak City because waste 
disposal does not comply with the regulations, thus creating a gap between das sollen 
(what it should be) and das sein (in reality). The research method used is empirical legal 
or socio-legal research. The research location is in the Sungai Banyak City area. The 
research specifications that the author uses are descriptive analytical methods. With the 
result that the Sungai Banyak City government has never implemented these sanctions 
because government officials do not have firmness so they choose persuasive methods. 
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Abstrak 
Perkembangan Kota Sungai Penuh yang begitu pesat juga meningkatkan penduduk 
dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah 
tangga di wilayah Kota Sungai Penuh. Permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal tentu 
salngalt diperlukaln aldalnyal tindalkaln hukum yalng dilalkukaln oleh pemerintalh malkal 
terbentuklalh Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh 
yang memuat salnksi aldministraltif sebalgali malnal Palsall 58 alyalt (1). hal ini 
mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh penting untuk 
diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan 
adanya kesenjangan antara das sollen (seharusnya) dan das sein (senyatanya). Metode 
penelitian yang diagunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiolegal lokasi 
penelitian berada di wilayah Kota Sungai Penuh, spesifikasi penelitian yang penulis 
gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa 
pemerinntah Kota Sungai Penuh belum pernah menerapkan sanksi tersebut 
dikarenakan aparat pemerintah tidak memiliki ketegasan sehingga memilih cara 
persuasif.  
 
Kata Kunci  : Pengenaan; Sanksi Administratif; Pengelolaan Sampah; Rumah 

Tangga. 
 

A. Pendahuluan  

Selama ini pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia belum berjalan 

maksimal. Berbagai kendala ekonomi, sosial budaya dan teknis masih ada dalam 

pengelolaan sampah. Masalah pengelolaan sampah di perkotaan sangat serius karena 

kompleksitas masalah dan kepadatan penduduk yang tinggi, dan dalam banyak hal 

pengelolaan sampah di perkotaan menjadi prioritas.1 Pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (regeling) tidak akan efektif apabila tidak disertai 

dengan penegakan hukum, salah satu dalam penegakan hukum di dalam peraturan 

perundang-undangan (regeling) adalah sanksi, sanksi yang dirumuskan di dalam 

sebuah peraturan perundang-undangan mengandung tujuan hukum yang hendak 

dicapai, dapat berupa ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi 

administrasi. Jenis Sanksi dalam Pengelolaan Sampah: Administratif Teguran: 

Peringatan tertulis terkait pelanggaran dalam pengelolaan sampah yaitu Denda 

Administratif Pembayaran denda sebagai sanksi administrative, Pidana Denda 

merupakan Pembayaran denda sebagai hukuman pidana dan Pidana Penjara 

merupakan Hukuman penjara untuk pelanggaran serius dalam pengelolaan sampah. 

 
1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Link  https://pu.go.id/berita/sampah-masih-

menjadi-kendala-di-perkotaan 
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Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda 

Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh). 

Adapun subjek yang dirincikan didalam Perda Pengelolaan Sampah Kota Sungai 

Penuh adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, perlu 

diingat bahwa setiap perda dapat memiliki aturan dan sanksi sendiri yang 

diberlakukan di tingkat daerah.Hubungan dengan Pasal 58 Ayat (1) “Untuk 

memberikan hubungan dengan Pasal 58 Ayat (1), informasi lebih lanjut mengenai 

konteks Pasal tersebut dibutuhkan.” Pasal 58 Ayat (1) yang berasal dari Undang-

Undang tertentu perlu diperiksa untuk mengetahui hubungannya dengan pengelolaan 

sampah dan sanksi yang mungkin terkait. Pemberian sanksi harus sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi, sebagaimana sanksi administratif yang diterapkan 

terhadap permasalahan administratif yang dapat diselesaikan melalui jalur 

pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) yakni oleh pejabat 

administrasi. 

Pemberian sanksi administratif bertujuan untuk penegakan hukum, pemberian 

hukuman, memberikan efek jera, dan sebagai langkah pencegahan.2 Sanksi 

administratif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administratif ringan, sanksi 

administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Selain itu, di dalam hukum 

administrasi negara dikenal beberapa bentuk sanksi administratif yaitu berupa 

paksaan pemerintah (bestursdwang), penarikan kembali keputusan, pengenaan denda 

administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang berfungsi sebagai 

pengganti paksaan pemerintah yang sulit dijalankan.3 

Usaha pengelolaan sampah rumah tangga yang baik juga dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh merupakan 

pemekaran dari kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi, pemekaran Kota 

Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kota 

ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan 

tropis dengan ketingian 650m-1200m di atas permukaan laut, dengan luas kemiringan 

lahan antara 0%-20% sekitar 6.300ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan 

 
2 Ibid., Hlm 52 
3Amelia M. K. Panambunan, “Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum 

Lingkungan Di Indonesia,” Lex Administratum 4, no. 2 (2016), Hlm. 95 https://ejournal.unsrat.ac.id/index 

.php/administratu m/article/view/11300/10889. 
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antara 5%-150% sekitar 1.295ha, luas daratan curam bergelombang dengan 

kemiringan antara 16%-400% sekitar 4.345ha, dan luas daratan sangat curam yang 

bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295ha.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 

tentang Pengelolaan Sampah “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik”. Hasil sampah rumah tangga kota Sungai Penuh akan terkumpul di Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS), dari TPS tersebut sampah akan bermuara di Tempat 

Pemerosesan Akhir Sampah (TPAS) milik pemerintah Kota Sungai Penuh. 

Perkembangan Kota Sungai Penuh yang begitu pesat juga meningkatkan penduduk 

dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah 

tangga di wilayah Kota Sungai Penuh. Permalsa lla lha ln salmpa lh merupa lka ln 

perma lsa lla lha ln yalng sa lngalt serius di Kotal Sunga li Penuh ha ll ini tidalk terlepa ls alkiba lt 

dalri cora lk ekonomi ma lsya lra lka lt Kota l Sunga li Penuh ya lng bertumpu pa lda l perdalga lngaln 

daln ja lsa l. Sehinggal sa lmpa lh ya lng diha lsilka ln sebalga lia ln besa lr bera lsa ll da lri kegia lta ln 

usalha l ma lsya lra lka lt seperti perdalga lnga ln. Ba lnyalknyal popula lsi sa lmpa lh di Kotal Sunga li 

Penuh juga l diperpalra lh seiring denga ln peningka lta ln jumla lh penduduk ha ll ini da lpalt 

terga lmba lr berda lsa lrka ln da ltal ya lng dikelua lrka ln oleh dina ls lingkunga ln hidup sebalga li 

berikut: 

Talbel 1. 
Perhitungaln populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh 

Talhun Jumlalh 
Penduduk 

Estimalsi Timbulaln 
Salmpalh Halrialn (Ton) 

Estimalsi Timbulaln 
Salmpalh Talhunaln (Ton) 

2018 87.971  43.986 1.605.470.75 
2019 88.918 44.459 1.622.753.5 
2020 89.944 44.972 1.641.478 
2021 90.910 45.455 1.659.107.5 
2022 96.610 48.305 1.763.132.5 

Sumber Daltal: Dinals Lingkungaln Hidup Kotal Sungali Penuh 
 

Berdalsalrkaln talbel di altals perhitungaln populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh 

selalmal 5 (limal) Talhun belalkalngaln yalkni dalri Talhun 2018 salmpali dengaln Talhun 2022 

melallui daltal jumlalh penduduk menggunalkaln daltal Baldaln Pusalt Staltisk (BPS) dalri 

dokumen Kotal Sungali Penuh dallalm bentuk alngkal daln perhitungaln timbulaln salmpalh 

halrialn menggunalkaln perhitungaln kotal kecil, yalitu per jiwal di kalli dengaln 0,5 Kilogralm 
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(Kg). Berdalsalrkaln Talbel Jumlalh daltal populalsi salmpalh selallu berbalnding lurus dengaln 

meningkaltnyal penduduk di Kotal Sungali Penuh, hall ini tentu menjaldi perhaltialn penuh 

pemerintalh algalr menciptalkaln daleralh yalng bersih daln sehalt sertal terbebals dalri 

dalmpalk lingkungaln kalrenal salmpalh rumalh talnggal. 

Sebagai Landasan Yuridis Pengaturan pengelolaan sampah di Pemerintah Kota 

Sungai Penuh dapat berjalan dengan maksimal Pemerintah Kota Sungai Penuh juga 

menetapkan satu regulasi sebagai payung hukum dan pedoman utama yakni 

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah 

(PERDA 9/2013). Regulasi tersebut mengatur tetang sistem pengelolaan sampah di 

Kota Sungai Penuh dan juga mengatur sanksi apabila dilanggar.  

Pasal 58 
Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 
dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini 
dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin; dan 
d. pencabutan izin. 
 

Pasal 58 Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 menjadi dasar utama dalam menerapkan 

sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah di kota sungai 

penuh. Dari hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh 

bahwa implementasi dari penerapan sanksi adminstratif belum terealisasikan dengan 

baik karena Dinas Lingkungan Hidup belum memahami bagaimana prinsip pengenaan 

sanksi administrasi yang diatur didaalam PERDAl No. 9 Talhun 2013 tentalng 

Pengelolalaln Salmpalh karena Dinas Lingkungan Hidup harus menunggu aduan dari 

masyarakat terlebih dahulu. 

Hal ini  mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh penting untuk 

diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan 

adanya kesenjangan antara das sollen (seharusnya) dan das sein (senyatanya). 

Mengenai sanksi adminstratif yang seharusnya diterapkan secara tegas oleh 

pemerintah ataupun pihak pejabat pemerintah terkait agar dapat memberi efek jera 

untuk masyarakat sehingga dapat meminimalisir permasalahan pengelolaaan sampah 

rumah tangga dan pemerintah harus memiliki upaya-upaya secara represif dan 

preventif dalam rangka menanggulangi secara maksimal. 
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Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Sungai Penuh. 

Senyatanya pemberlakukan sanksi adminstratif di Kota Sungai Penuh belum 

teralisasikan jika dilihat  dengan keadaan sampah di Kota Sungai Penuh Semakin 

parah, sampah rumah tangga yang mengakibatkan pada becana banjir dan 

pencemaran lingkungan serta tidak diatur secara spesifik sanksi adminstratif yang 

diberlakukan setiap permasalah sampah sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Dari permasalahan yang diuraikan diatas sehinga penulis memilih judul 

Pengenaan Sanksi Adminstrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di 

Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 

 

B. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti maka metode yang penulis gunakan 

adalah  yuridis empiris Metode penelitian yuridis empiris penelitian tentang fakta-

fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah 

masyarakat.4 dengan lokasi penelitian di wilayah Kota Sungai Penuh dan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. 

 

C. Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sungai 

Penuh 

Dari hasil penelitian penulis secara umum permasalahan sampah di Kota Sungai 

Penuh menjadi tanggung jawab bagi pemerintah setempat dan juga masyarakat. 

Sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh berasal dari kegiatan masyarakatnya, 

baik dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha. Fakta dari setiap kegiatan 

masyarakat Kota Sungai Penuh yang menyumbang sampah paling banyak berasal dari 

kegiatan rumah tangga.  Konsep Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah “Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah”.  

 
4 Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). Hlm. 135. 
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Mengenai populasi sampah di Kota Sungai Penuh juga berdampak pada 

masyarakat khusus nya pedagang yang berada di pasar. Penumpukan sampah 

berkaitan erat juga dengan aktivitas dan interaksi jual beli antara pedagang dan 

pembeli. Untuk mengkongretkan hal ini penulis melakukan wawancara beberapa  

orang pedagang di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh sebagai sampel dalam 

penelitian penulis:  

Berikut hasil wa lwa lnca lra l dengaln Ibu Wati yang menyatakan: “Kadang sampai 

3 hari sampah tidak diambil sampai bau nya menyengat”. 5 Berikut hasil wa lwa lnca lra l 

dengaln Ibu Rina yang menyatakan: “Kemaren waktu ada masalah di lahan renah 

kayu embun, sampah berhari-hari tidak diambil tetapi sekarang semenjak sudah 

ada TPA di sungai ning petugas pengangkut sampah sudah mengambil sampah dan 

mengurangi bau busuk”.6 Berikut hasil wa lwa lnca lra l dengaln Ibu Desi yang 

menyatakan: “Waktu itu Ada pembeli yang mengeluh malas pergi ke pasar karena 

sampah yang menumpuk ditambah lagi pasar yang lembab membuat bau cepat 

menyebar sampai banyak yang gatal-gatal karena kena kulit, pembeli lebih memilih 

membeli diwarung namun setelah ada tempat pembuangan sampah pasar lebih 

bersih dari yang sebelumnya``.7  

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa penumpukan 

sampah tidak hanya dapat menganggu aktivitas orang-orang yang berada hanya 

disekitar tempat pembuangan sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) saja, 

tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari setiap orang yang ikut saling 

berinteraksi didalam nya. Dapat dicontohkan pada aktivitas pasar yang pelaku nya 

tidak hanya orang yang berada di dalam pasar tetapi juga diluar pasar, seperti 

antara pembeli yang malas untuk kepasar karena bau sekali dan membuat kulit 

gatal karena penumpukan sampah. Penumpukan sampah tentunya sangat 

mempengaruhi aktivitas di pasar, dapat dibuktikan ketika saat ini sampah tidak 

menumpuk lagi di Kota Sungai Penuh yang hanya memiliki hanya satu pasar yang 

dinamakan Pasar Tanjung Bajure sehingga aktivitas pasar meningkat dan banyak 

pembeli nyaman karena tidak adanya umpukan sampah. 

 
5 Wati, Pedagang Pasar Tanjung Bajure (Sungai Penuh, 2023). 
6 Rina, “Pedagang Pasar Tanjung Bajure” (Sungai Penuh, 2023). 
7 Desi, “Pedagang Pasar Tajung Bajure” (Sungai Penuh, 2023). 
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Selalin fa lktor a lla lm ya lkni peningka ltaln jumla lh penduduk daln a lktivita ls ekonomi 

ma lsya lra lka lt peningka lta ln popula lsi salmpa lh juga l disebalbka ln oleh Falktor-fa lktor 

internall ya lkni kura lngnyal kesa ldalra ln malsya lra lka lt, daln minimnya l a lrmalda l daln 

petuga ls kebersiha ln di wila lya lh Kota l Sunga li Penuh. Sehingga l da lla lm ha ll ini 

pemerintalh Kota l Sunga li Penuh ha lrus mela lkuka ln tindalka ln-tindalka ln pemerintalha ln 

a lga lr mencukupi da ln mengaltur ja ldwa ll opera lsionall a lrma lda l kebersihaln sebalga li 

la lngka lh pengura lngaln popula lsi salmpa lh ruma lh ta lngga l di Kotal Sungali Penuh. Malka l 

dalri itu, da lpa lt dialrtika ln ba lhwa l problema ltika l pengelola laln sa lmpa lh di Kota l Sunga li 

Penuh sebalga lima lna l dalta l Berikut hasil wa lwa lnca lra l dengaln Bapak Tommy 

Mardianto Kasi (Kepala Seksi) Pengaaduan pengawasan dan penegakan hukum 

Dinas Lingkungan hidup Kota sungai penuh yang menyatakan: 

a. Kotal Sungali Penuh belum punyal Tempalt Pemerosesaln Alkhir (TPAl) yalng 
terhallalng oleh keterbaltalsaln lalhaln yalng dallalm persentalsenyal setidalk-
tidalknyal 52 % lalhalnyal TPAlnyal malsuk dallalm kalwalsaln Talmaln Nalsionall 
Kerinci Seblalt (TNKS) daln sebalgialnyal jugal merupalkaln talnalh ralwal;;  ; 

b. Salralnal daln Pralsalralnal yalng tidalk memaldali, balhkaln alrmaldal dump truk 
salmpalh sudalh tidalk lalyalk beroperalsi daln salmpali salalt ini belum aldal 
pembalhalrualn alrmaldal. 

c. Sifalt kuralng saldalr malsyalralkalt yalng malsih balnyalk melalkukaln tindalkaln 
membualng salmpalh di alliraln sungali, paldalhall sudalh balnyalk himbalualn algalr 
tidalk membualng salmpalh sembalralngaln oleh Pemerintalh Daleralh Kotal 
Sungali Penuh balhkaln salmpali himbalualn yalng dilalkukaln oleh Pemerintalh 
Desa.8 

Berikut hasil wawancara dengan bapak Eka Handri yang menyatakan:  “Faktor 
penumpukan sampah di kota Sungai Penuh dikarenakan tidak memilki lahan TPA 
(Tempat Pembuangan Akhir) karena adanya masalah di lahan TPA Renah Kayu 
Embun, tetapi untuk sekarang hal tersebut telah diminimalisir dengan pembuangan 
sampah yang diangkut ke TPA Renah Padang Tinggi (RPT) di Sungai Ning”.9  

 
Alkuralsi daltal walwalncalral di altals dalpalt terlihalt dalri talbel salralnal daln pralsalralnal 

dalri pemerintalhaln daleralh teralkhir paldal talhun 2022 Sebalgalimalnal berikut: 

Talbel 2 
Salralnal Pengelolalaln Salmpalh Kotal Sungali Penuh Talhun 2022 

No Salralnal Jumlalh Kondisi Balik Kondisi Buruk 
1 Truk Pembuang 14 11 3 
2 Truk Kontainer 2 1 1 
3 Kendalralaln Rodal 3 17 15 2 

 
8 Tommy Mardianto Kasi ``(Kepala Seksi) Pengaaduan pengawasan dan penegakan hukum 

Dinas Lingkungan hidup``  (Sungai penuh, 2023) 
9 Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3” (Sungai Penuh, 2023). 
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4 Gerobalk Salmpalh 20 20 0 
5 Mesin Pengeruk 1 1 0 

 Sumber Daltal: Dinals Lingkungaln Hidup Kotal Sungali Penuh 2022 

Salralnal daln pralsalralnal yalng dimiliki oleh pemerintalh Kotal Sungali Penuh 

sebalgali malnal daltal yalng dikelualrkaln oleh Dinals Lingkungaln Hidup Kotal Sungali 

Penuh, salngalt jaluh dalri kaltal memaldali kalrenal dengaln kondisi geogralfis Kotal Sungali 

Penuh yalng beraldal di tengalh penggunungaln bukit balrisaln daln jalralk yalng ditempuh 

untuk menuju ke tempalt pembualngaln alkhir tergolong jaluh sehinggal membutuhkaln 

balnyalk lebih balnyalk alrmalda. Altals dalsalr permalsallalhaln salmpalh yalng semalkin 

palralh malkal Pemerintalh Kotal Sungali Penuh melalkukaln berbalgali upalyal untuk 

menyelesalikalnnyal, upalyal tersebut dalpalt berupal tindalkaln nyaltal daln tindalkaln 

hukum. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husanl yang menyatakan:  

“Pengelolalaln salmpalh Kotal Sungali Penuh TPS3R dikelolal oleh desal untuk 

talhun 2022-2023 memiliki 16 TPS3R desal yg aldal di Kotal Sungali Penuh. 

TPS3R Balru mulali dilalksalnalkaln secalral bertalhalp pembalngunaln infralstruktur 

salralnal pralsalralnal mesin pengelolal salmpalh. Salmpalh TPS3R di kelolal berupal 

kompos,malgot daln lalin lalin. Progralm pemerintalh Kotal Sungali Penuh TPS3R 

sudalh diteralpkaln  Salmpalh rumalh talnggal di jemput oleh malsyalkalralt petugals 

desal yalng pengelolalaln salmpalhnyal di TPS3R. sisal salmpalh TPS3R di alngkut ke 

TPAl algalr sisalh salmpalhny berkuralng.Salmpalh salmpalh yg beraldal di titik tepialn 

jallaln (TPS) yalng belum memiliki TPS3R daln salmpalh di Palsalr  lalngsung 

dibalwalk ke TPAl Renalh Paldalng Tinggi (RPT) di Sungali Ning. 

Hall itu selalrals dengaln persentalse Insfralstruktur Pengelolalaln salmpalh berbalsis 

Malsyalralkalt yalng terbalngun daln beroperalsi. Persentalsenyal terkalit infralstruktur 

pengelolaln salmpalh sebalgali berikut: 

Talbel 3 
Persentalse Infralstruktur Pengelolalaln Salmpalh Berbalsis Malsyalralkalt Yalng 

Terbalngun daln beroperalsi 
No Infralstruktur Lokalsi Ket. 
1 TPS 3R Palsalr Balru Kec. Sungali Penuh Beroperalsi 
2 TPS 3R Koto Tengalh Kec. Pesisir Bukit Beroperalsi 
3 TPS 3R Koto Duo Kec. Pesisir Bukit Beroperalsi 
4 TPS 3R Sumur Gedalng Kec. Pesisir Bukit Beroperalsi 
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5 TPS 3R Palling Serumpun Kec. Halmpalraln 
Ralwalng 

Beroperalsi 

6 TPS 3R Koto Dumo, Kec. Talnalh Kalmpung Beroperalsi 
7 TPS 3R Salndalraln Galleh, Kec. Kumun 

Debali 
Beroperalsi 

8 TPS 3R Ulu Alir, Kec. Kumun Debali Beroperalsi 
9 TPS 3R Lalwalng Algung, Kec. Pondok 

Algung 
Beroperalsi 

10 TPS 3R Kalryal Balkti, Kec. Kalryal Balkti Beroperalsi 
11 TPS 3R Dujung Salkti, Kec. Koto Balru Beroperalsi 
12 TPS 3R Sri Menalnti, Kec. Sri Menalnti Beroperalsi 
13 TPS 3R Sumur Alnyir, Kec. Sungali Bungkall Beroperalsi 
14 TPS 3R Koto Tinggi, Kec. Sungali Bungkall Beroperalsi 
15 TPS 3R Sungali Ning, Kec. Sungali Bungkall Beroperalsi 
16 TPS 3R Pelalyalng Ralyal, Kec. Sungali 

Bungkall 
Beroperalsi 

17 Balnk Salmpalh Desal Gedalng, Kec. Sungali Penuh Beroperalsi 
Sember Daltal : Dinals Lingkungaln Hidup Kotal Sungali Penuh. 

Permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal tentu salngalt diperlukaln aldalnyal 

tindalkaln hukum yalng dilalkukaln oleh pemerintalh malkal terbentuklalh Peralturaln 

Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh. Yalng malnal regulalsi ini 

menjaldi dalsalr dallalm pengelolalaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh algalr dalpalt dipaltuhi 

oleh seluruh elemen yalng diikalt malkal dirumuskaln salnksi aldministraltif sebalgali 

malnal Palsall 58 alyalt (1)  menyaltalkaln balhwal “setialp perbualtaln yalng melalnggalr 

hukum yalng dialtur dallalm Peralturaln Daleralh ini dengaln tidalk menguralngi salnksi 

pidalnal yalng terdalpalt dallalm peralturaln daleralh ini dikenalkaln salnksi dibidalng 

lingkungaln hidup berupal salnksi aldministraltif yalitu pertalmal teguraln tertulis, 

palksalaln pemerintalh, pembekualn izin, daln pencalbutaln izin”. 

Salnksi Aldministra lsi merupa lka ln instrumen dalla lm penega lkka ln hukum 

a ldministralsi, salnksi a ldministra lsi dalpa lt diteralpka ln mela llui lalngka lh-la lngka lh litiga lsi 

(pengaldilaln) ma lupun la lngka lh non-litiga lsi (di lua lr penga ldilaln) sebalga lima lnal ya lng 

tertua lng di dalla lm pera ltura ln perundalng-unda lngaln. Salnksi a ldministra ltif menjaldi 

konsekuensi dalri sualtu normal ya lng dirumuska ln dalla lm sualtu bentuk la lra lngaln, 

perintalh (keha lrusaln), a lta lu wa ljib (kewaljibaln). Sua ltu norma l ya lng berisi la lra lngaln, 
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perintalh, daln wa ljib palda l dalsa lrnya l a lka ln menja ldi sebalta ls a ltura ln ya lng sulit untuk di 

implementalsika ln a lpalbila l tidalk memiliki sa lnksi.10 

Sanksi administrasi disini adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan 

oleh pihak pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai akibat dari pelanggaran atau 

kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau aturan yang berlaku mengenai 

pengelolaan sampah. Tujuan dari pemberian sanksi administrasi adalah untuk 

mendorong kepatuhan terhadap peraturan, memastikan ketertiban, dan menjaga 

integritas sistem administrasi.11 

Apabila dilihat dari karakteristik sanksi administrasi yang diatur maka 58 

alyalt (1) bertujuan untuk: 

a. Mendorong kepatuhan masyarakat atau organisasi untuk mematuhi 
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku.  

b. Pencegahan pelanggaran berulang, Dengan memberikan sanksi 
administrasi atas pelanggaran tertentu, diharapkan akan ada efek jera bagi 
pelaku dan orang lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.  

c. Menjaga disiplin dan ketertiban: Sanksi administrasi dapat berperan dalam 
menjaga ketertiban dan disiplin dalam berbagai institusi, organisasi, atau 
masyarakat. Untuk melihat akan kesadaran tentang pentingnya 
berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. 

d. Mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian: Beberapa sanksi 
administrasi dapat berbentuk denda atau hukuman finansial lainnya. 
Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang 
ditimbulkan oleh pelanggaran atau mengganti kerugian yang dialami oleh 
pihak yang dirugikan.12  

e. Menjaga integritas sistem administrasi: Dalam konteks pelayanan publik 
atau lingkungan bisnis, sanksi administrasi penting untuk menjaga 
integritas sistem administrasi secara keseluruhan. Dengan memberikan 
sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, akan ada upaya untuk 
memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan transparan, adil, 
dan efisien. 

f. Menegakkan hukum dan peraturan: Sanksi administrasi adalah bagian dari 
proses penegakan hukum dan peraturan. Dengan memberlakukan sanksi, 

 
10 Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari Nurul Listiyani, “Penegakan Hukum Administrasi 

Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Al’Adl 12, no. 1 (2020). Hlm. 119. 
11 gatot Sambas Junaedi, “Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca 

Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19,” JURNAL KONSTITUEN 

3, no. 2 (2021). Hlm. 68. 
12 Gufran Syahputera Wala, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam 

Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar,” Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 9 

(2021).Hlm. 965. 

 



282 

pemerintah atau lembaga terkait menegaskan bahwa pelanggaran tidak 
akan ditoleransi dan hukum harus dihormati.13 
 

Permalsallalhaln dallalm sualtu wilalyalh pemerintalhaln daleralh yalng 

berhubungaln alntalral kebijalkaln daln implementalsi terhaldalp elemen malsyalralkalt 

menjaldi lalngkalh control pemerintalh dengaln perkembalngaln-perkembalngaln yalng 

aldal paldal taltalnaln sosiall. Peningkaltaln jumlalh penduduk sualtu wilalyalh tentu 

berdalmpalk paldal segallal sektor, sallalh saltu alncalmaln yalng dialkibaltkaln 

perkembalngaln penduduk disualtu wilalyalh pemerintalhaln aldallalh meningkaltnyal 

penggunalaln produk-produk rumalh talnggal yalng berdalmpalk paldal kelestalrialn 

lingkungaln. 

Upalyal pemerintalh dallalm penekalnaln populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh, 

pemerintalh mulali menerbitkaln altalu merevisi berbalgali bentuk regulalsi terkalit 

salmpalh rumalh talnggal. Sallalh saltunyal pemerintalh daleralh sungali penuh 

menerbitkaln Peralturaln Wallikotal Nomor 34 Talhun 2022 tentalng Penguralngaln 

Pengunalaln Kalntong Salmpalh Plalstik, Botol Plalstik, Sedotaln Plalstik daln Styrofoalm 

yalng dihalralpkaln menjaldi dalsalr hukum dallalm tindalkaln, pengalwalsaln, sertal salnksi 

terkalit populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh. 

Upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir populasi sampah di Kota 

Sungai Penuh juga melalui upaya secara represif dan preventif. Berikut Hasil 

Wawancara dengan ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan:  “Upaya Dinas 

Lingkungan Hidup Secara Represif dan Preventif kepada masyarakat dengan 

melakukan kegiatan program tata lingkungan, ngelola lingkungan yang baik, 

sosialisasi dan operasional sampah berjalan dengan baik``. 

Selain itu Pengawasan terhadap pengelolaan sampah juga di perlukan agar 

tidak menimbulkan adanya suatu pencemaran lingkungan di Kota Sungai Penuh. 

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Handri: “Setiap 6 bulan sekali Dinas 

Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dalam indekgrasi atau indikasi 

pencemaran langsung melakukan penyuluhan ditempat. Tidak langsung diberikan 

sanksi karena masyarakat memiliki kewajiban``. 

 
13 Ibid hlm 303. 
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Pengalturaln salnksi aldministralsi dallalm peralturaln perundalng-undalngaln 

(regeling) daln peralturaln kebijalkaln (beleidsregel) terdalpalt 6 (enalm) salnksi 

aldministralsi sebalgali berikut: 

a. Peringaltaln / teguraln lisaln 

b. Peringaltaln / teguraln tertulis 

c. Tindalkaln palksal pemerintalhaln (bestuursdwalng / politiedwalng) 

d. Penalrikaln kemballi keputusaln yalng menguntungkaln 

e. Dendal aldministraltif 

f. Pengenalaln ualng palksa.14 

Salnksi aldministralsi ini menjaldi halralpaln dallalm pengalwalsaln daln penindalkaln 

tindalkaln-tindalkaln yalng melalnggalr hukum aldministralsi dallalm hall ini terkalit 

peningkaltaln sertal pengelolalaln salmpalh rumalh talnggal, sesuali dengaln fungsi dalri 

salnksi aldministralsi itu sendiri untuk mencegalh terjaldinyal kerusalkaln daln 

pemulihaln kealdalaln.15  

Peringaltaln altalu teguraln lisaln merupalkaln salnksi aldministraltif yalng palling 

ringaln daln menjaldi peringaltaln talhalp alwall sebelum diberlalkukaln salnksi-salnksi 

selalnjutnyal. Hall iu kalrenal penegalkkaln salnksi aldminnistralsi sifaltnyal halrus 

berjenjalng, malkal dalri itu sebelum memberikaln salnksi yalng beralt halrus 

memberikaln salnksi yalng ringaln terlebih dalhulu. pemberialn salnksi aldministralsi 

bertujualn untuk Sebalgali upalyal penegalkaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln, Lalndalsaln penjaltuhaln hukumaln balgi sialpalpun yalng melalnggalr 

peralturaln perundalng-undalngaln, Pemberialn efek jeral balgi seseoralng algalr tidalk 

melalkukaln kemballi pelalnggalraln hukum dan Sebalgali lalngkalh pencegalhaln dallalm 

hall tindalkaln pelalnggalraln hukum.16 

Permalsallalhaln yalng mengalkibaltkaln peningkaltaln populalsi salmpalh di Kotal 

Sungali Penuh sehalrusnyal dalpalt teraltalsi secalral mudalh alpalbilal ketentualn-

ketentualn penekalnaln populalsi salmpalh dilalksalnalkaln dengaln balik daln konsisten, 

tetalpi dalri penjelalsalnnyal pun sudalh aldal regulalsi tetalpi belum jugal tindalkaln 

 
14 Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam 

Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009). Hlm. 168. 
15 Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan,” 

Inovatif 7, no. 2 (2014), Hlm. 125. https://www.neliti.com/id/publications/65220/penegakan-hukum-sanksi-

administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan 
16 Wecipto Setiadi. Op., Cit. Hlm 167. 
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penegalkaln salnksi aldministralsi secalral tegals. Dallalm pengalturalnnyal yalng terperinci 

terkalit salmpalh yalng alkaln dikalitkaln dengaln alturaln salnksi aldministraltif 

pelalnggalraln dallalm penyelenggalral TPS 3R dalpalt dikenalkaln salnksi aldministraltif 

sebalgalimalnal palsall sebelumnyal di altals. Secalral rinci paldal palsall 58 Peralturaln daleralh 

ini jugal menjelalskaln secalral terperinci malksud dalri salnksi-salnksi aldministraltif 

tersebut, paldal alyalt (2) Palsall 58 jugal menjelalskaln balhwa:l  “ Tegura ln tertulis 

sebalgalimalnal dimalksud dengaln alyalt (1) huruf  b  diteralpkaln kepaldal 

penalnggungjalwalb usalhal daln/altalu kegialtaln yalng melalkukaln pelalnggalraln”.  

Selalnjutnyal palksalaln pemerintalh dimalksud aldallalh paldal alyalt ke (3) Palsall 58 

yalng menjelalskaln balhwal “Pa lksalaln pemerintalh sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 

(1) huruf  b  diteralpkaln alpalbilal penalnggungjalwalb usalhal daln/altalu kegialtaln yalkni 

yalng pertalmal melalkukaln pelalnggalraln terhaldalp persyalraltaln daln kewaljibaln yalng 

tercalntum dallalm perizinaln, daln menimbulkaln pencemalraln daln/altalu kerusalkaln 

lingkungaln hidup. 

Pembekualn izin dimalksud aldallalh pembekualn izin sebalgalimalnal dimalksud 

alyalt (1) huruf c diteralpkaln alpalbilal penalnggungjalwalb usalhal daln/altalu kegialtaln 

yalkni tidalk melalksalnalkaln palksalaln pemerintalh, melalkukaln kegialtaln selalin 

kegialtaln yalng tercalntum dallalm perizinaln, daln dugalaln pemallsualn dokumen 

persyalraltaln perizinaln. Pencalbutaln izin aldallalh pencalbutaln izin sebalgalimalnal 

dimalksud paldal alyalt (1) huruf d diteralpkaln alpalbilal penalnggungjalwalb usalhal 

daln/altalu kegialtaln yalitu memindalh talngalnkaln izin usalhalnyal kepaldal pihalk lalin 

talnpal persetujualn tertulis dalri pemberi izin usalhal, tidalk melalksalnalkaln sebalgialn 

besalr altalu seluruh palksalaln pemerintalh yalng telalh diteralpkaln dallalm walktu 

tertentu, daln telalh menyebalbkaln terjaldinyal pencemalraln daln/altalu pengrusalkaln 

lingkungaln yalng membalhalyalkaln keselalmaltaln daln kesehaltaln malnusial. 

Implementalsi salnksi aldministralsi paldal dalsalrnyal halrus memperhaltikaln 

beberalpal hall yalng penting algalr salnksi dalpalt diberikaln kepaldal pelalnggalr 

ketertibaln dallalm menekaln populalsi salmpalh rumalh talnggal. Hall-hall yalng halrus 

diperhaltikaln paldal palsall 58 alyalt (6) Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 alntalral 

lalin legalitas kewenangan, prosedur yalng tepalt, ketepaltaln peneralpaln salnksi, 

kepastian tidak adanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi, asas kepastian dan 

keberlanjutan.  
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Peneralpaln salnksi aldministraltif jugal dilalkukaln melallui beberalpal mekalnisme yalkni: 

a. Bertalhalp 

b. Bebals 

c. Kumulaltif. 

Malkal dalri itu ketertibaln dallalm menjallalnkaln izin yalng diberikaln pemerintalh 

sertal ikut dallalm mengontrol populalsi salmpalh rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh. 

Selalin itu keterlalmbaltaln pemenuhaln palksalaln pemerintalh jugal dikenali dendal 

sebalgalimalnal paldal palsall 58 alyalt (8) Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 

tentalng Pengelolalaln Salmpalh. 

Konsep pengenalaln salnksi aldministraltif telalh dialtur melallui Peralturaln 

Daleralh, alkaln tetalpi dalri kekuralngaln lalhaln TPAl di Kotal Sungali Penuh, kuralngnyal 

salralnal daln pralsalnal sertal kuralngnyal kesaldalraln malsyalralkalt membualt 

permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal semalkin tidalk terkendalli daln memberikaln 

balnyalk dalmpalk negaltif di dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt. Hall ini ditalmbalh lalgi 

dengaln daltal salmpalh rumalh talnggal yalng terus saljal meningkalt dengaln berbalnding 

lurus paldal pertumbuhaln penduduk di Kotal Sungali Penuh. Kealdalaln ini diperburuk 

dengaln belum aldalnyal tindalkaln pemerintalh dallalm penekalnaln populalsi salmpalh 

rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh.  

Berikut hasil walwalncalral dengaln Tommy Mardianto yang menyatakan: 

“Peneralpaln salnksi aldministralsi ke malsyalralkalt belum terlalksalnal paldalhall 

regulalsi daleralh tentalng pengelolalaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh sudalh 

diberlalkukaln”17 

Berikut hasil wawancara dengan Eka Handri yang menyatakan: 

“Kelola sampahnya sudah baik dan bagus tetapi penerapan Peraturan 

Daerah tentang pengelolaan sampah berjalan. Di Kota Sungai Penuh belum 

diterapkan sanksi administrasi karena manunggu aduan dari masyarakat”.18 

Sehinggal penulis dapat menganalisis bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum 

memahami bagaimana prinsip pengenaan sanksi administrasi yang diatur didaalam 

PERDAl No. 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh karena Dinas Lingkungan 

Hidup harus menunggu aduan dari masyarakat terlebih dahulu. Jika dianalisis lebih 

 
17 Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan” (2023). 
18 Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3.” Op., Cit. 
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dallalm dengaln teori sistem hukum (legall system) dalri Menurut Lalwrence M. 

Friedmaln dimalnal menurut teori ini sistem hukum (legall system) aldallalh saltu 

kesaltualn hukum yalng terdiri dalri tigal unsur yalkni substalnsi hukum (substalnce of 

the lalw) atau legal substance, struktur hukum (Legall Structure), daln kultur hukum 

(legall culture). Sehinggal balik altalu tidalknyal penerepaln hukum di tengalh 

malsyalralkalt bergalntung paldal ketigal unsur tersebut.19 

Substansi yang baik untuk penegakan hukum adalah berkeadilan, efektif, 

konsisten, transparan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi setiap warga negara. Secalral substalnsi hukum (substalnce of the lalw) 

atau legal Subtance Penegakan Peraturan daerah Kota Sungai Penuh No.9 tahun 

2013 tentang pengelolaan sampah ditegakkan oleh Dinas Lingkngan Hidup (DLH) 

berkoordinasi Bersama Polisi Pamong Praja (POL-PP) yang berwenang untuk 

penegakan sanksi. Mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 58 

Peraturan Daerah kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013, pada pasal ini terdapat 

kekeliruan perumusan norma sanksi administrasi sehingga menjadi masalah 

terbesar dari sisi legal substance karena apa yang bisa ditegakkan seharusnya 

menjadi tidak bisa ditegakkan dan permasalahan utamanya adalah dirumuskan 

untuk pelaku usaha bukan masyarakat.  

Struktur hukum (legall structure) aldallalh lembalgal hukum yalng aldal 

dimalksudkaln untuk menjallalnkaln peralngkalt hukum yalng aldal. Dallalm Peralturaln 

Daleralh Kotal Sungali Penuh No.09 talhun 2013 terdalpalt pemerintalh Kotal Sungali 

Penuh dallalm hall ini Dinals Lingkungaln Hidup yalng memiliki kewenalngaln dallalm 

pengenalaln salnksi aldministraltif. Alkaln tetalpi tidalk tegalsnyal alpalralt dallalm 

melalkukaln kewenalngalnnyal sehinggal permalsallalhaln salmpalh tidalk dalpalt 

tertalnggulalngi daln pengalturaln salnksi aldministraltif halnyal menjaldi normal yalng 

dialm. 

Secalral kultur hukum (legall culture) kuralngnyal kesaldalraln malsyralkalt 

mengenali pengelolalaln salmpalh yalng balik daln benalr jugal menjaldi falktor 

penghalmbalt dallalm penyelesalialn permalsallalhaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh. 

Kesaldalraln malsyalralkalt merupalkaln falktor yalng salngalt penting kalrenal malsyalralkalt 

 
19 Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social 

Science Perspective)” (Bandung: Nusa Media, 2011). Hlm. 33. 
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aldallalh pihalk yalng menghalsilkaln salmpalh dalri sumual alktivitalsnyal  malkal 

sehalrusnyal malsyalralkalt dalpalt mengikuti alturaln hukum tersebut algalr 

permalsallalhaln dalpalt terselesalikaln. 

Dallalm penekalnaln populalsi salmpalh rumalh talnggal ini tentu halrus dialwalsi oleh 

semual elemen di Kotal Sungali Penuh, hall ini kalrenal dallalm menekaln populalsi 

salmpalh rumalh talnggal aldallalh talnggungjalwalb bersalmal, tetalpi pemerintalh Kotal 

Sungali Penuh memiliki peraln penting dallalm menertibkaln malsyalralkalt algalr saldalr 

algalr balhalyalnyal salmpalh rumalh talnggal daln kekuralngaln tempalt pemerosesaln alkhir 

di Kotal Sungali Penuh. Pemerintalh jugal dalpalt menghibalu kepaldal seluruh 

malsyalralkalt melallui kewenalngalnnyal algalr melalkukaln tindalkaln-tindalkaln kecil 

untuk menekaln populalsi salmpalh rumalh talnggal daln melalkukaln talhalpaln sosiallisalsi 

peralturaln yalng aldal. Hall ini algalr ketentualn salnksi di dallalm alturaln Daleralh dalpalt di 

Implementalsikaln kepaldal pelalku yalng tidalk bertalnggungjalwalb, sehinggal 

memberikaln malsyalralkalt efek jeral daln mengalralh paldal malsyalralkalt yalng tertib 

hukum. 

1. Mekanisme Penegakan Sanksi Administrasi Pengelolaan Sampah Di Kota 

Sungai Penuh 

Mekalnisme pengenalaln salnksi merupalkaln lalngkalh-lalngkalh yalng halrus 

dilalkukaln sebelum memberikaln salnksi aldministraltif kepaldal subjek hukum yalng 

melalkukaln pelalnggalraln dilingkup hukum aldministralsi. Salnksi dideskripsikaln 

sebalgali “a lturaln yalng menentukaln kosekuensi dalri ketidalkpaltuhaln altalu terhubung 

dengaln pelalnggalraln normal”. Sedalngkaln menurut utrecht yalng dimalksud dengaln 

salnksi aldallalh alkibalt dalri sesualtu perbualtaln altalu sualtu realksi dalri pihalk lalin, balik 

itu dalri malnusial altalu dalri lembalgal sosiall altals sesualtu perbualtaln malnusia.20 Konsep 

salnksi aldministralsi aldallalh galgalsaln doktrinall daln tidalk didefinisikaln secalral 

normaltif di dallalm Undalng-Undalng. Ciri umum yalng dalpalt ditekalnkaln aldallalh 

kealdalaln balhwal salnksi aldministralsi merupalkaln kosekuensi negaltif dalri 

pelalnggalraln dalri sualtu kewaljibaln daln tugals yalng bersifalt aldministraltif. 

Berikut Hasil Wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan:  

 
20 Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan 

Komparasi,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019). Hlm. 130.  
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“Sampai saat ini kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup belum menerapkan 

sanksi administrasi sehingga untuk mekanisme nya pun tidak diterapkan. Kemaren 

sempat ada kasus pengaduan limbah kandang ayam yang tidak dikelola dengan baik 

sehingga menyebabkan polusi udara, melihat kondisi lingkungan ini kami Dinas 

Lingkungan Hidup tidak bisa langsung memberikan sanksi administrasi sehingga 

kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan kepala desa dan warga setempat 

yang memiliki keluhan. Apabila masalahnya sudah selesai dengan kepala desa 

berarti kasus nya telah selesai tanpa melibatkan Dinas Lingkungan Hidup”.21 

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy Mardianto yang menyatakan:  

“Mekanismenya belum ada karena sanksi nya belum diterapkan, Harus 

Berdasarkan pengaduan. Selama di Kota Sungai Penuh belum ada masuk 

pengaduan dari masyarakat prosesnya harus melalui pengaduan setelah itu baru 

diproses melalui sanksi administrasi, pengaduan nya dapat berupa apabila sampah 

tersebut sudah mengganggu Kesehatan masyarakat dan berdampak pada 

lingkungan. sampai saat ini Kota Sungai Penuh di kategorikan dampak lingkungan 

rendah”.22 

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme 

penerapan sanksi administratif di Kota Sungai Penuh tidak secara eksplisit diatur 

pada Peralturaln Daleralh Kotal Sungali Penuh No.09 talhun 2013 sehingga dari sisi 

pengaturan mekanisme menjadi masalah bahkan Dinas Lingkungan Hidup pun 

tidak tau mekanisme nya dan juga menimbulkan belum ada ketentuan tata cara 

mekanisme pengenaan sanksi. Dapat dianalisis dari kasus kandang ayam yang 

seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup mampu membantu untuk 

menanggulangi karena sudah ada masuk nya aduan dari masyarakat, tetapi karena 

mekanisme penerapan sanksi yang bermasalah dan belum sama sekali diterapkan 

menyebabkan permasalahan ini hanya diselesaikan dengan pihak yang terlibat saja 

dengan cara kekeluargaan. 

Peneralpaln salnksi aldministralsi tidalk dalpalt dilepalskaln dalri kebijalkaln secalral 

umum yalng bertujualn untuk ketertibaln, memberi kepalstialn hukum daln jalminaln 

 
21 Sofia Alh Husan, “Kepala Seksi Persampahan Dan Sarana Prasarana Persampahan” (Sungai Penuh, 

2023). 
22 Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.”(Sungai 

Penuh, 2023) 
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perlindungaln terhaldalp halk setialp oralng dalri sualtu galnggualn. Penegalkaln hukum 

aldministralsi merupalkaln sualtu kewenalngaln aldministralsi negalral untuk 

meluruskaln terjaldinyal pelalnggalraln dengaln melalkukaln sualtu tindalkaln dengaln 

calral memberikaln salnksi aldministraltif. Malkal dalri itu, salnksi aldministralsi menjaldi 

realksi yalng dilalkukaln oleh baldaln aldministralsi  yalng merupalkaln dimensi 

kekualsalaln pengalmbilaln keputusaln aldministralsi, kekualsalaln yalng dimalksud 

aldallalh kekualsalaln yalng memutuskaln, meneralpkaln daln menegalkkaln salnksi 

terhaldalp individu yalng melalnggalr normal hukum aldministralsi. 

Peneralpaln salnksi aldministralsi memiliki tujualn algalr baldaln aldministralsi 

dalpalt mempertalhalnkaln normal-normal hukum aldministralsi yalg telalh ditetalpkaln 

dallalm wujud peralturaln perundalng-undalngaln (regeeling) daln peralturaln 

kebijalkaln. Mempertalhalnkaln normal aldministralsi paldal dalsalrnyal menjaldi 

kosekuensi logis dalri wewenalng yalng diberikaln oleh peralturaln perundalng-

undalngaln kepaldal baldaln pemerintalh untuk melalkukaln tindalkaln: 

a. Menjalmin penegalkaln normal hukum aldministralsi. 

b. Sebalgali pelalksalnalaln dalri wewenalng pemerintalh yalng beralsall dalri alturaln 

hukum aldministralsi. 

c. Talnpal melallui peralntalral pihalk ke 3 (tigal) dallalm hall ini pengaldilaln. 

Malkal dalri itu, peneralpaln salnksi aldministralsi merupaln instrumen dallalm 

menegalkkaln peralturaln perundalng-undalngaln terutalmal bidalng hukum aldministralsi 

yalng dilalkukaln oleh baldaln aldministralsi daln pengaldilaln sesuali dengaln lalndalsaln 

kewenalngalnnyal malsing-malsing daln dallalm penegalkalnnyal halrus memperhaltikaln 

tujualn dalri hukum itu sendiri. 

Paldal prespektif yuridis, salnksi dallalm hukum aldministralsi memiliki kriterial 

yalng orgalnik yalng alpalbilal salnksi memiliki malnfalalt yalng berkalitaln dengaln 

kepaltuhaln terhaldalp sualtu normal perilalku, malkal hall tersubut dalpalt dikaltalkaln 

sebalgali salnksi yalng positif. Secalral al contralrio, malkal dengaln hubungaln paldal salnksi 

negaltif aldallalh alpalbilal ditemukaln perilalku yalng n menimbulkaln kerugialn kalrenal 

melalnggalr normal. 

Kriterial salnksi orgalnik aldministralsi merupalkaln saltu-saltunyal calral yalng 

pralktis untuk membedalkaln salnksi aldministralsi dengaln jenis salnksi lalin, terutalmal 



290 

paldal salnksi pidalnal.23 Malkal dalpalt dialrtikaln balhwal rualng lingkup salnksi 

aldministralsi tidalk termalsuk salnksi yalng dijaltuhkaln oleh halkim (halkim pidalnal, 

perdaltal malupun aldministralsi). Malkal dalri itu, kriterial dalri salnksi aldministralsi 

melingkupi hall-hall sebalgali berikut: 

a. Salnksi aldministralsi mengalnggalp sualtu perbualtaln yalng menimbulkaln 

galnggualn terhaldalp taltalnaln normal hukum aldministralsi sebalgali sualtu 

pelalnggalraln. 

b. Galnggualn yalng timbul alkibalt dalri pelalnggalraln sualtu normal hukum 

aldministralsi segeral dalpalt dilalkukaln tindalkaln oleh baldaln aldministralsi. 

c. Tindalkaln yalng dilalkukaln baldaln aldministralsi dallalm ralngkal mengalkhiri 

galnggualn terhaldalp taltalnaln normal hukum aldministralsi dalpalt berupal 

tindalkaln pemulihaln (repalraltoir-herstel) daln altalu tindalkaln penghukumaln 

(condemnaltoir-stralf).24 

Kaljialn terhaldalp fungsi salnksi hukum, khususnyal salnksi aldministralsi yalng 

dalpalt dihubungkaln dengaln ilmu hukum, malkal tidalk aldal konsensus mengenali 

klalsifikalsi fungsi-fungsi tertentu dalri salnksi hukum aldministralsi, malkal hall ini dalpalt 

dibedalkaln dengaln calral: 

a. Fungsi represif, yalitu fungsi yalng memiliki tujualn untuk menimbulkaln 

penderitalaln sebalgali kosekuensi altals perilalku yalng melalnggalr hukum. 

b. Fungsi preventif, yalitu fungsi yalng memiliki tujualn untuk mencegalh 

terjaldinyal pelalnggalraln hukum. 

c. Fungsi restitusi/repalralsi  yalitu fungsi yalng memiliki tujualn untuk 

memperbaliki kerusalkaln daln memulihkaln ke dallalm kealdalaln semulal seperti 

tidalk aldalnyal pelalnggalraln.25 

Prosedur dallalm penegalkaln hukum aldministralsi ini talnpal melallui proses 

peraldilaln (non contentious) alrtinyal baldaln aldministralsi dengaln wewenalng 

publiknyal melalkukaln tindalkaln penegalkaln, sedalngkaln paldal salnksi di lingkup 

 
23Ibid. Hlm. 136.  
24Ibid., Hlm. 135 
25 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 

319. 
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hukum lalin sebalgali contoh salnksi pidalnal halrus melallui proses peraldilaln 

(contentious).26 

Malkal dalri itu, salnksi aldministralsi menjaldi instrumen pemalksalaln yalng 

ditujukaln dallalm mempertalhalnkaln normal-normal hukum aldministalsi. Hall ini jugal 

sebalgali bentuk realksi terhaldalp segallal pelalnggalraln altalu ketidalkpaltuhaln yalng 

dilalkukaln oleh walrgal negalral daln baldaln privalt, algalr mentalalti normal-normal hukum 

aldministralsi yalng telalh ditetalpkaln. 

Permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh tentu jugal halrus 

memperhaltikaln pentingnyal penegalkaln salnksi aldministralsi dallalm penekalnaln 

populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh. Paldal dalsalrnyal mekalnisme penegalkkaln 

salnksi aldministralsi terkalit Pengelolalaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh telalh 

tertualng paldal Peralturaln Daleralh Nomor 9 talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh. 

Paldal palsall 58 alyalt (7) menyaltalkaln balhwal “penera lpaln salnksi aldministraltif 

dilalkukaln melallui peneralpaln bertalhalp, bebals daln kumulaltif”. 

Dallalm terjaldinyal sualtu pelalnggalraln hukum aldministralsi malkal penegalkaln 

salnksi aldministralsi sebalgali bentuk realksi altals pelalnggalraln hukum aldministralsi 

halrus dilalksalnalkaln. Paldal peneralpaln yalng bertalhalp bermalksud pemberialn salnksi 

diberikaln secalral bertalhalp, balik dalri salnksi yalng palling ringaln, sedalng daln balhkaln 

salnksi yalng beralt berupal pencalbutaln izin. 

Lalngkalh persualsif yalng semestinyal dilalkukaln oleh pemerintalh Kotal Sungali 

Penuh. Pemerintalh dalpalt memberikaln sosiallisalsi kepaldal malsyalralkalt  terkalit 

regulalsi-regulalsi berkenalaln dengaln pengelolalaln salmpalh hall tersebut sebalgali 

upalyal dallalm penekalnaln salmpalh rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh. Sehinggall hall 

ini dalpalt memberikaln talnggung jalwalb kepaldal seluruh elemen yalng aldal di Kotal 

Sungali Penuh untuk meminimallisir salmpalh rumalh talnggal. 

Paldal Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh 

Palsall 49 yalng memberikaln prosedur pembinalaln daln pengalwalsaln sebalgali berikut: 

a. Pembinalaln penyelenggalralaln pengelolalaln salmpalh dilalkukaln oleh 

pemerintalh daleralh. 

 
26 Ibid. 
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b. Pembinalaln penyelenggalralaln pengelolalaln salmpalh ditujukaln kepaldal 

Malsyalralkalt. 

c. Daln pembinalaln yalng dimalksud paldal nomor 2 (dual) dalpalt dilalkukaln 

melallui kerjal salmal dengaln malsyalralkalt malupun orgalnisalsi 

kemalsyalralkaltaln. 

Selalin dalri paldal itu, dilalnjutkaln melallui palsall 50 yalng menyaltalkaln wewenalng 

dalri jalbaltaln wallikotal dallalm melalkukaln pembinalaln kepaldal malsyalralkalt dallalm 

pengelolalaln salmpalh, sertal memberikaln pemalhalmaln tentalng tindalkaln tindalkaln 

alpal saljal yalng bisal pemerintalh berikaln sebalgali berikut: 

a. Balntualn teknis 

b. Bimbingaln teknis 

c. Diseminalsi peralturaln perundalng-undalngaln daln pedomaln dibidalng 

pengelolalaln salmpalh 

d. Pendidikaln daln pelaltihaln di bidalng pengelolalaln salmpalh. 

Selalin itu peraln daln kesaldalraln malsyalralkalt jugal salngalt penting dallalm 

melalkukaln penekalnaln penyebalraln salmpalh rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh. 

Sebalgalimalnal malsyalralkalt dalpalt berperaln dallalm pegelolalaln salmpalh yalng 

diselenggalralkaln oleh pemerintalh daleralh, daln peralnaln sebalgalimalnal dimalksud 

seperti pemberialn usulaln, ikut merumuskaln kebijalkaln, daln pemberialn salraln 

sebalgalimalnal yalng tertualng dallalm Palsall 44 Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 

tentalng Pengelolalaln Salmpalh. 

Alpalbilal seluruh mekalnisme yalng aldal berupal regulalsi, kemudialn 

pemalhalmaln malsyalralkalt, lalhaln Tempalt Pemerosesaln Alkhir salmpalh rumalh talnggal 

sudalh sesuali, daln balntualn teknis/bimbingaln teknis altalupun pelaltihaln calral 

pengelolalaln salmpalh rumalh talnggal paldal malsyalralkalt Kotal Sungali Penuh, malkal 

tidalk aldal allalsaln balgi pemerintalh Kotal Sungali Penuh dallalm meneggalkaln hukum 

aldministralsi daln pemberialn salnksi aldministralsi sebalgali lalngkalh represif sebalgali 

bentuk penekalnaln terhaldalp pelalnggalr Hukum aldministralsi terkhusus 

permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal di Kotal Sungali Penuh. 

 

D. Kesimpulan 
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Regulalsi pengelolaan sampah rumah tangga di Kotal Sungali Penuh dirumuskaln 

salnksi aldministraltif sebalgali malnal Palsall 58 alyalt (1) pada Peralturaln Daleralh Nomor 

9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh. Untuk meminimalisir permasalahan 

sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya Secara Represif dan 

Preventif kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan program tata lingkungan 

baik, sosialisasi dan operasional sampah berjalan dengan benar. Pengelolalaln 

Salmpalh hinggal salalt ini belum pernalh terjaldi pengenalaln salnksi aldministralsi hall ini 

dikalrenalkaln 3 falktor yalkni secalral struktur hukum alpalralt tidalk memiliki ketegalsaln 

dallalm penegalkaln hukumnyal, dalri sisi substalnsi hukum yang terdapat kekeliruan 

dalam merumuskan norma sanksi administrasi sehingga perda pada pasal 58 hanya 

diterpkan untuk pelaku usaha bukan masyarakat daln secalral budaya hukum 

kuralngnyal kesaldalraln malsyalralkalt daln tidalk talaltnyal malsyalralkalt menyebalbkaln 

penumpukaln salmpalh terus terjaldi. 

Mekalnisme pengenalaln salnksi merupalkaln lalngkalh-lalngkalh yalng halrus dilalkukaln 

sebelum memberikaln salnksi aldministraltif kepaldal subjek hukum yalng melalkukaln 

pelalnggalraln dilingkup hukum aldministralsi. mekanisme penerapan sanksi 

administratif di Kota Sungai Penuh tidak secara eksplisit diatur pada Peralturaln 

Daleralh Kotal Sungali Penuh No.09 talhun 2013 sehingga dari sisi pengaturan 

mekanisme menjadi masalah bahkan Dinas Lingkungan Hidup pun tidak tau 

mekanisme nya dan juga menimbulkan belum ada ketentuan tata cara mekanisme 

pengenaan sanksi. 

 

E. Saran 

Pemerintah daerah dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup yalng 

bertalnggung jalwalb dallalm menekaln populalsi salmpalh rumalh talnggal menyialpkaln 

salralnal daln pralsalralnal yalng lalyalk daln sesuali dengaln kebutuhaln. Sehinggal populalsi 

salmpalh dalpalt ditempaltkaln ke Tempalt Pemerosesaln Alkhir disetialp halrinyal, 

sehinggal kealdalaln Kotal Selallu Bersih daln salmpalh tidalk menumpuk. 

Dinas Lingkungan Hidup jugal dalpalt melalkukaln lalngkalh-lalngkalh preventif 

seperti mengimbalu daln mengaljalk malsyalralkalt untuk selallu menjalgal kerbersihaln 

daln menguralngi menggunalkaln produk-produk yalng membualt peningkaltaln 

populalsi salmpalh rumalh talnggal, seperti sosiallisalsi, daln balntualn teknis malupun 
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pelaltihaln sebalgalimalnal yalng dialtur di dallalm peralturaln perundalng-undalngaln. Sertal 

lebih tegals alpalbilal terjaldi pelalnggalraln didallalmnyal. 
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